
MEKANISME PENERAPAN KEBIJAKAN INSENTIF 

BERKAITAN DENGAN GREEN BUILDING  

DI KOTA BANDUNG 
 

  

TESIS 

 

 

 

 

Oleh: 

Jemy Ronald Nehemia Pahnael 

2017831017 

 

Pembimbing 1: 

Dr. Ir. Anton Soekiman, M.T., M.Sc. 

 

Pembimbing 2: 

Dr. Eng. Mia Wimala  

 

 

 

 

 

PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL 

KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI 

KERJA SAMA  

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  

PERUMAHAN RAKYAT 

DENGAN 

FAKULTAS TEKNIK 

 UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 

BANDUNG 

JUNI 2020 

  



 



 



PERNYATAAITI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Jemy Ronald Nehemia Pahnael

NPM : 2017831017

Program Studi : Program Magister Teknik Sipil

Konsentrasi Manaj emen Proyek Konstruksi

Universi

Menyatakan

Jemy Ronald Nehemia Pahnael



 

 

MEKANISME PENERAPAN KEBIJAKAN INSENTIF 

BERKAITAN DENGAN GREEN BUILDING DI KOTA 

BANDUNG 
 

Jemy Ronald Nehemia Pahnael (NPM: 2017831017) 

Pembimbing 1 : Dr. Ir. Anton Soekiman, M.T., M.Sc. 

Pembimbing 2 : Dr. Eng. Mia Wimala 

 

Magister Teknik Sipil 

Juni 2020 

 

ABSTRAK 

 
Kota Bandung merupakan kota pertama di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan insentif 

green building. Insentif yang akan diberikan kepada pemilik bangunan berupa insentif tambahan 

jumlah lapis lantai dan pengurangan pajak bumi dan bangunan. Sejak 2016, pemerintah Kota 

Bandung belum pernah melakukan monitoring, dan evaluasi tentang penerapan kebijakan insentif 

tersebut sehingga menyebabkan ketidaktahuan akan hasil pelaksanaannya selama ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan insentif di Kota Bandung, termasuk 

mengetahui permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dipikirkan solusinya, dan mengetahui 

mekanisme penerapan kebijakan insentif berkaitan dengan green building di Kota Bandung. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan target responden yang 

memiliki kaitan langsung dengan penerapan kebijakan insentif berkaitan dengan green building di 

Kota Bandung, antara lain Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Bandung, Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Badan Pengelolaan dan 

Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Tim 

Penyusun Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung 

Hijau. Hasil penelitian membuktikan bahwa sampai saat ini belum ada insentif green building yang 

dikeluarkan oleh wali kota karena mekanisme untuk mendapatkan insentif belum ditetapkan. 

Diperoleh juga hasil bahwa peraturan insentif yang ada belum mengatur tentang besaran, bentuk, 

waktu pemberian dan masa berlaku/durasi dengan lebih rinci. Rekomendasi yang dapat diberikan 

adalah program sosialisasi yang harus dilakukan terhadap pihak pemerintah maupun masyarakat, 

dan pembuatan peraturan lanjutan yang mengatur detail kebijakan insentif, serta 

mempertimbangkan waktu pemberian insentif yang tepat. Pemberian insentif tambahan lapis lantai 

dapat diberikan di awal, dengan menyertakan surat jaminan/obligasi, sedangkan insentif 

pengurangan pajak dapat diberikan setelah satu tahun operasional bangunan. 

 

Kata kunci: bangunan hijau, kebijakan insentif, insentif bangunan hijau 
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ABSTRACT 

 

Bandung is the first city in Indonesia that has issued its regulations on green building incentives, 

i.e. gross floor area concessions, and tax deduction. Since 2016, the local government has never 

conducted a monitoring and evaluation of the practice of these regulations. Therefore, this study 

aims to determine the extent of the implementation of green building incentives in Bandung. By 

knowing the problems, the strategy oh improvement can be formulated thoroughly, and to know the 

mechanism of applying incentive policies relating to green building in the city of Bandung.  Data 

collection was done through in-depth interviews with respondents who have a direct link to the 

implementation of green building policies in Bandung, including the City Spatial Planning Agency 

(Distaru), The Investment Board One Stop-Service (DPMPTSP), Regional Revenue Management 

Agency (BPPD), Building Expert Team (TABG) and Regulatory Drafting Team concerning Green 

Buildings. The results show that so far there has been no incentive issued by the mayor because the 

mechanism for getting incentives has not been established. The results also obtained that the 

existing regulations do not regulate the amount, form, awarding time, and the validity 

period/duration in detail. Several recommendations are the socialization program that must be 

carried out on the government, as well as the community, and further regulations governing the 

details of incentive policies must be designed and issued as soon as possible and consider the time 

of giving the right incentives. The provision of additional flooring incentives can be given at the 

beginning, with a guarantee letter/bond, while the tax reduction incentive can be provided after one 

year of building operation.   
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan perkotaan dan urbanisasi menjadi masalah di negara-negara yang  

sedang berkembang, karena kegagalannya dalam menanggulangi dampak yang 

timbul (Ramadhan dan Osly, 2019). Sektor bangunan bertanggung jawab atas lebih 

dari 40% penggunaan energi global dan sepertiga dari emisi gas rumah kaca global 

(UNEP, 2009). Umumnya 10-20% energi dikonsumsi pada tahap pembuatan dan 

transportasi bahan, konstruksi, pemeliharaan dan pembongkaran (UNEP, 2009), 

80% dari emisi gas rumah kaca berlangsung selama operasional bangunan (Junnila, 

2004; Suzuki dan Oka, 1998; Adalberth et al, 2001 dalam laporan UNEP 2009). 

Perkembangan industri konstruksi di seluruh dunia diperkirakan infrastruktur 

mempengaruhi 72% dari luas daratan pada tahun 2032 (UNEP, 2009). Fakta ini 

menunjukkan, pengembangan green architecture diharapkan dapat berkontribusi 

signifikan terhadap pengurangan jumlah emisi gas rumah kaca ke atmosfer (Chan, 

et al., 2017). Oleh karena itu, dalam dekade terakhir, kebutuhan untuk 

meningkatkan kinerja bangunan telah menjadi perhatian utama bagi industri 

konstruksi (Chan, et al., 2017). 

Pada tahun 1997, Protokol Kyoto mewajibkan negara-negara maju untuk 

mengurangi emisi gas rumah kaca (OJK go.id,2017), maka tahun 2002 dengan 

kesadaran untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global pada sektor konstruksi, 

dibentuklah World Green Building Councils (WGBC) dengan keanggotaan 

Australia, Brasil, Kanada, India, Jepang, Meksiko, Spanyol, dan Amerika Serikat 
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(Worldgbc.org, 2016). Konsep green building juga berkembang pesat hingga di 

negara-negara Asia. China telah memiliki gedung yang bersertifikat mencapai 

2.965 gedung status Juli 2015 (BEE, 2015), Hong Kong hingga Oktober 2009 

memberikan pengakuan lebih dari 199 properti terdiri dari 9.000.000 m2 dan 50.000 

unit hunian (BEAM, 2012), Jepang telah mengeluarkan sertifikat green building 

untuk 330 bangunan, 119 perumahan, dan 92 real estate, hingga Juli 2016 

(CASBEE, 2016), manakala India memiliki 5.142 proyek green building yang 

terdaftar, serta 1.645 bangunan yang disertifikasi dan berfungsi hingga 28 Februari 

2019 (IGBC, 2019). 

Di Indonesia, Green Building Council Indonesia (GBCI) merupakan sebuah 

lembaga mandiri non-pemerintah yang didirikan pada tahun 2009, yang 

berkomitmen penuh dalam mengaplikasikan praktik-praktik terbaik lingkungan dan 

memfasilitasi transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan (GBCI, 

2019). Dengan berbagai standar green building yang dikeluarkan di berbagai 

negara, Indonesia melalui GBCI telah menghasilkan sertifikasi Greenship dengan 

kekhasan Indonesia. Enam kategori yang dipertimbangkan sebagai persyaratan 

Greenship yang harus dipenuhi adalah tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi 

energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kualitas dan kenyamanan udara 

dalam ruang, dan manajemen lingkungan bangunan (GBCI, 2019). Bangunan yang 

ditinjau akan dinilai berdasarkan persyaratan beberapa kategori tersebut, dan akan 

diklasifikasikan menurut kinerjanya. Klasifikasi tersebut terdiri dari bronze (35-

45%), silver (46-56%), gold (57-72%), dan platinum (73-100%). Sampai saat ini, 

Indonesia baru memiliki 48 bangunan yang telah bersertifikat sebagai green 
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building, terdiri dari 15 untuk new building, 8 untuk eksisting building, 2 untuk 

interior space, dan 23 untuk design recognition (GBCI, 2019). 

Rosan P. Roeslani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 

Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di 

Asia Tenggara, dan tahun 2018 diproyeksi mencapai 451 triliun atau naik 3% 

dibanding tahun sebelumnya, dan jumlah ini melampaui negara-negara tetangga, 

seperti Malaysia yang hanya memiliki potensi senilai US$32 miliar dan Singapura 

senilai US$24 miliar (Simorangkir, 2018). Berdasarkan data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa meningkatnya pasar konstruksi di Indonesia ternyata belum 

diiringi dengan jumlah sertifikasi green building.  

Beberapa kendala dalam penerapan green building di Indonesia telah berhasil 

diidentifikasi, antara lain adalah kurangnya pemahaman, informasi dan kesadaran  

masyarakat tentang green building, mahalnya biaya investasi awal dibandingkan 

dengan bangunan konvensional, pengawasan yang tidak efektif, kurang tersedianya 

produk ramah lingkungan di pasaran, serta hampir tidak adanya dukungan finansial, 

dan non-finansial dari pemerintah (Marseva, 2014; Rumah.com, 2014; Sucipto et 

al., 2014; Wiyono et al., 2014; Wimala et al., 2016; Pitoko, 2016; Alfarizi, 2019; 

Andapita, 2019). Karakteristik masyarakat Indonesia yang kurang sadar diri, dan 

umumnya lebih mengandalkan campur tangan dari pemerintah menyebabkan 

pendekatan top-down dirasakan akan lebih efektif dalam penerapan konsep green 

building (Wimala et al., 2016).  

Merespon atas komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca 

sebesar 29% pada tahun 2030 (CNN Indonesia, 2015), pemerintah  mengeluarkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
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02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau. Sampai saat ini, hanya ada tiga 

wilayah di Indonesia mengeluarkan peraturan daerah, yaitu Jakarta dengan 

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau, 

Bandung dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan 

Gedung Hijau, dan Semarang dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019 

tentang Bangunan Gedung Hijau.  

Khusus untuk Kota Bandung, sejarah green building bermula dari sejarah 

pengkodean green building. Pada tahun 2014, pemerintah mengadakan pertemuan 

dengan International Finance Corporation (IFC) untuk membahas tentang green 

building yang akan diterapkan di Kota Bandung. Tahun 2015, berbagai lokakarya, 

diskusi, dan seminar dilakukan untuk menemukan parameter yang sesuai dengan 

karakteristik Kota Bandung. Pada bulan Agustus 2016, pengkodean green building 

ditetapkan dalam format peraturan wali kota, dan tahun 2017 pengkodean green 

building tersebut tercantum dalam proses Izin Mendirikan Bangunan/IMB (Dinas 

Perencanaan Kota Bandung, 2018). Pemerintah juga berinisiatif untuk memberikan 

dukungan finansial maupun non-finansial berupa tambahan jumlah lapis lantai, dan 

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Insentif ini dimaksudkan untuk 

meringankan beban dan meningkatkan minat para pelaku konstruksi dalam 

menerapkan konsep green building. 

Berdasarkan wawancara awal dengan Irfan Febriyanto, staf bidang Penataan 

Bangunan dan Arsitektur Kota, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sampai saat ini 

pemberian insentif kepada pemilik bangunan masih menemui kendala karena belum 

adanya mekanisme pemberian insentif oleh pemerintah Kota Bandung. Oleh karena 

itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan 
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insentif di Kota Bandung, termasuk di dalamnya mengetahui permasalahan yang 

ada sehingga dapat dipikirkan solusi bagi penerapan insentif di Kota Bandung di 

masa yang akan datang, serta mekanisme penerapan kebijakan insentif berkaitan 

dengan green building di Kota Bandung. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi eksisting penerapan kebijakan insentif berkaitan dengan 

green building dan permasalahan yang dihadapi di Kota Bandung?  

2. Bagaimana mekanisme penerapan kebijakan insentif berkaitan dengan green 

building di Kota Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui kondisi eksisting tentang peraturan kebijakan insentif berkaitan 

dengan green building. 

2. Mengetahui kondisi eksisting pelaksanaan peraturan kebijakan insentif green 

building dan permasalahan yang dihadapi di Kota Bandung. 

3. Memberikan rekomendasi mekanisme penerapan kebijakan insentif berkaitan 

dengan green building di Kota Bandung. 
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut ini:  

1. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan 

Gedung Hijau, yaitu insentif tambahan lapis lantai dan insentif pengurangan 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Responden terpilih dari stakeholder terkait, seperti Dinas Penataan Ruang 

(Distaru) Kota Bandung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Badan Pengelolaan dan Pendapatan 

Daerah (BPPD) Kota Bandung, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), dan 

Tim Penyusun Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 

tentang Bangunan Gedung Hijau. 

3. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memakai alat 

pengumpulan data berupa wawancara mendalam (in-depth interview). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Memberikan rekomendasi perbaikan mekanisme pelaksanaan insentif green 

building yang dapat diterapkan di Kota Bandung kepada pihak terkait. 

2. Menyediakan informasi kepada pemilik bangunan tentang mekanisme 

pengajuan insentif bagi bangunan yang menerapkan green building. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini disusun dalam beberapa bab sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan 

Pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  Studi Literatur 

Studi literatur membahas mengenai kajian literatur yang relevan. Studi 

literatur ini membahas mengenai sejarah perkembangan konsep green 

building, pengertian green building, prinsip green building, insentif green 

building (pengertian insentif dan penerapan insentif di Indonesia), 

penelitian terdahulu  green building. 

Bab III Metode Penelitian 

Membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, mulai 

dari pendahuluan, tahapan penelitian, variabel penelitian, lokasi dan 

jadwal penelitian, wawancara mendalam, populasi dan sampel, analisis 

dan pembahasan.  

Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Berisi analisis data dan pembahasan dari hasil wawancara mendalam untuk 

mencapai tujuan penelitian. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi kepada pemerintah untuk 

menjalankan mekanisme penerapan kebijakan insentif berkaitan dengan 

green building di Kota Bandung. 
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